
                                                                                   
 
 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tahun Sidang : 2014-2015 
Masa Persidangan :  IV 
Rapat Ke : 15 
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 
Dengan :  DPRD Provinsi Kepulauan Riau 
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Kamis, 28 Mei 2015 
Waktu :  Pukul 11.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   
 Acara       : Peraturan Keuangan Nomor 113/PMK/05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap. 

Ketua Rapat :  DR. Wahidin Halim, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir        : 2 Orang Anggota Komisi II DPR RI: 

1. DR. Wahidin Halim, M.Si (Wakil Ketua/F-PD) 
2. H. Bambang Riyanto, SH.,MH.,M.Si/F-P.Gerindra. 

   
  

 
 

I. PENDAHULUAN 

A. RDPU Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada hari Rabu, 28 
Mei 2015 dibuka Pukul 11.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, 
DR. Wahidin Halim, M.Si dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. 
 

B. Ketua Rapat menyampaikan acara rapat terkait dengan Peraturan Keuangan Nomor 
113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap. 
 

C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk 
memberikan penjelasannya. 
  

D. DPRD Provinsi Kepulauan Riau memberikan penjelasan  terkait dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal yang berkaitan dengan status DPRD 
sebagai Pejabat Daerah, karena hingga saat ini belum ada PP sebagai turunan dari 

TERBATAS 

(Untuk Kalangan Sendiri) 



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan secara rinci tentang status 
anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah. Untuk itu, DPRD Provinsi Kepulauan Riau 
minta agar Komisi II DPR RI dapat mendorong Pemerintah agar segera menerbitkan 
PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

 
 
 
II. KESIMPULAN 

Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang 
disampaikan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan akan menyampaikannya kepada 
Mendagri dalam Raker terkait dengan permasalahan tersebut. 

 
 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 12.05 WIB. 
 

 
 
 
 

 

 

Jakarta, 27 Mei 2015 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
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DR. Wahidin Halim, M.Si 
A-440 

 
 


